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ABSTRACT

Government bureaucracy (s one of the main activater elements in lecal eovernance. As a
local device, bureoucracy is organized Lo support the impiementotion of (ocal government
tasks. Therefore the local government burecucracy should be designed in a professional
manner inorder to deliver the maximum perfermance. But, unfortunately this time, the
focal government buregucracy Is regarded as the main source of the faflure in local
governance. 1tisnot separafed from the poor performance of the buregucracy that makes
many gavernment programs can not be cptimally achieved. Same of the factors inhibiting
the performance of local government that reviewed in this paperare (1) Bureaucracy does
not understand wha it serves, (2) The emergence of friction ar discord between the heod of
tocal government (as head of the top bureaucracy) with regional parliament (OPRD) a5 @
representation of sound of people who must be served by the bureaucracy, (3) The
organtzation of local government bureaticracy that isvery big in terms of quantity, (4) The
fow quality of occountability and transparencty in local government bureaucrocy
performance, (5) The high influence of political power of regional head to units of
burepaucracy, (6] Low responsiveness and sensibivity of the buregucrocy Eowargs the
problems faced by local communities.
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batk dari jumlah penduduk, keragaman
budaya maupun luas wilayah geografinya
H{‘."SEL'HIJI,!I"I':;':'I ITRER IIJ:JF.I'F.HI'I. F:'[1'|.IZ"|15.|. '!,':H'-lg Luar
biasa besar jika dapat dikelola dengan baik
Monvadari hal inl maka para pendiri banesa
telah mendesain arah pembangunan Hegara
Indonesia dalam Undang-Undang Dasar
Hegars Republik Indanesia tahun 1945 (UUD
1945), [0 dalam pasal 18 UUD 1945
dimyvatakan bahwa Negara Indonesia dibagl
ke dalam daerah-daerah vang lebih kecil.
Konsekuensinya maka ada Pemenntahan
Pusat dan Pemerintahan Daerah
Keberadaan struktur pemerntaban
pusat dan pemerintahan daerah
dimaksudkan agar berbadal potensi vang
dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat
dikelola dengan baik. Pemerintahan pusat

secara umum dan pemerintahan daerah

[local government) ' bertugas mengelols
urusan-urusan pemerintanan yang secard
langsung menyangkut hajat hidup
masvarakat, Dalam kopteks inilah maka
eksistens! pemerintahan daerah seharusnva
lebih dirasakan dalam mengurus dar
melayan! masyarakat daerah,

-sebagal bEntuk pengakuan

gksistens! pemerintahan

dids
daerah
pemerintah pusat telab merevisi beberapa

kall undang-undang yang mengatur tentang

pemerintanan daerah mulai Undang
Undang nomor 1 tabun 1945, Undang-
undang MNomor 21 tahun 1948, Undang
Undang Memor 1 tahun 1957, Undang
LI'uJ:LnIg MWomor 18 tahun 1965, Undang-
Undang Memer 3 tahun 1974, Undang-
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Undang Momor 22 tahun 1999, Undang-
Undan g Momor 31 tahun 2004 (Kaloh,
2007)dan terakhir Undang-Undang Nomar
12 tahun 2008. Perubahan kebijakan
pemerintahan daerah tersebut
dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan
atas peranan dan fungsi pemenntanan
daerah yana semakin luas dari waktu ke
waktu. Dengan demikian maka kewenangan
vang dimiliki oleh pemerintahan daerah
juga semakin utamanya dalam
rangkat melaksanakan
pembangunan,
pelayanan publik bagi masyarakat daerah,

tentang

besar,
tugas-tugas
pemerintahan dan

Tujuan Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Momor 12
Tahun 1008 tentang Perubahan Undang-
Undang Homaor 32 tahun 2004 Pemerintahan
Daerah dinayatakan bahwa otonomi daerah
merupakan hak, wewenang, dan kewa)iban
daerah otonom  untuk mengatur dan
mengurus sendirl urusan pemerintahan dan
'n',c—pL-:",lng:ln 1 |_1"-.':.'.'I'.'J|-'..l'i sEtempat Sesual
dengan

peraturan  perundang-undangan

sedangkan daerah otonom merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai  batas-batas wilayah yang

|_1-E['.I'-'E‘r'|:1|'lg |11a_-:15.:|ur dan TSN Us urusam
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
prakarsa sendiri
dalam
sistem Megara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pengertian

cetempat menurut

berdasarkan aspiraslt masyarakat

tersebut LFr}-'.ar'.r.urg
makna bahwa tujuan pemberian otonomi
kepada daerah adalah agar pemerintahan
daerah memiliki hkeleluasaan untuk
mengelola urusan masyarakat daerah sesuai
masyarakat yang

berkembang di daerah teisebut asal tidak

dengan aspirasi

bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem

Hegara FKeszatuan FRepublik: Indonesia.
Masyarakat daerah dalam konteks inl
memiliki posisi yang lebih tinggi

dibandingkan dengan pemerintah daerah,
sebab pemerintah daerah harus bekerja
ataz dasar kehendak (aspirasi) masyarakat

setempat.
Cecara teoritis, otonomi daerah
merupakan aplikasi dari konsep

desentralisasi pemerintahan (decentralized
government). Desentralisasi pemerintahan
dapat
wewenang atau penyerahan kekuazaan atau
wewenang di bidang tertentu secara

dimaknai sebagai pelimpahan

vertikal dari institusi/ lembaga/ pejabat
yang lebih tinggi kepada institust/ lembaga/
fungsionaris - bawahannya sehingga vang
dilimpahi kekuasaan/
kewenangan itu berhak bertindak atas nama
sendirt dalam urusan tersebut (pide, 1997).
Desentralisasi pemerntahan juga dapat
dimaknai sebagai penyerahan urusan
pemerintah dan pemenntan pusat kepada
pemerintah daerah.
tersebut
desentralisas dijalankan
oleh pemenntah pusat agar pembangunan
daeran dapat dilaksanakan =esual dengan
kepentingan dan
daerah.

diseranis

Daiam pengertian
terkandung maksud bahwa

pemenntahan

kebutuhan  masyarakat

Decentralizas
Hegara Republik merupakan
upaya untuk mengelola Megara yang besar
ini. Dengan melaksanakan kebijakan
desentralisasi inl ada beberapa tujuan yang
ingin dicapal yakni: (1) mengurangi beban
pemerintah pusat dalam mengurus urusan
masyarakat daerah, {Z) meningkatkan
partisipasi -dan inisiasi masyarakat daerah

pemerintahan bagi

Indonesia

dalam membangun daerahnya sendiri, (3)
memberikan kewenangan yang lebih besar
kepada pemerintaban daerah agar dapat
melaksanakan harapan-harapan
masyarakat daerah dengan segera, (4)
dan
urusan Eepemerintahan
daerah kKarena pemerintah daerah lebih

meningkatkan efektifitas efisiensi

pelaksanaan
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mengetahui dan lebih mampu memberikan
pelayanan kepada masyarakat daerah
secara cepat dan tepat.

Pertanvaan yang segera muncul
adalah apakah pemberian stonomi daerah
tersebut telah dapat mencapai tujuannya,
yakni menmgkatkan kualitas pembangunan
daerah dan meningkatkan derajat
kesejahteraan masyarakat daerahl.
Berbagai penelitian yang telah dilakukan
oleh berbagai pihak baik secara individual
maupun institusional menunjukkan bahwa
vang terjadi justru sebaliknya. Sebagian
besar hasil kajian tersebut menunjukkan
bahwa kualitas pembangunan di era
otonomi dacrah lebih burvk dibandingkan
dengan sebelumnya. Kualitas kesejahteraan
masyarakat daerah juga tidak semakin baik.
Hanya ada beberapa daerah saja yang dapat
mencapai tujuan otonomi daerah. Sekedar
untuk menyebut contoh, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Jembrana, HKota Solok dan
Provinsi Gorontalo yang sering dijadikan
model keberhazilan pelaksanaan
desentralizasi di - daerah masing-masing
Lalu apa yang menjadi faktor penyebab
buruknya kualitas pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat daerah? Salah
satunya adalah kinerja birokrasi
pemerintah daerah yang kurang baik.
Birokrasi pemerintah daerah memilikt andil
yang sangat besar dalam menentukan
sukses atau gagalnya pembangunan daerah.
Tanpa birokrast yang handal maka sulit bagi
pemerintah daerah untuk dapat mencapai
tujuan ctonomi daerah.

Feran Birokras! Publik di Era Otonomi
Daerah

Istilah Birokrasi dapat dipahami
dengan berbagal bentuk. Birokrasi dapat
dipahami sebagai suatu organisasi
{bureaucracy as the organization), yakni
organisasi memiliki struktur dan aturan-
aturan yang ielas dan formal. Dalam hal ini

birokrasi merupakan suatu sistem
kerfasama yang melibatkan banyak orang,
dimana setiap orang mempunyai peran.dan
fungsi serta tugas yang saling mendukung
tercapainya tujuan organisasi.
Organisasl sebagai sistem kerjasama
berarti: (a) sistem mengenai pekerjaan-
pekerjaan yang dirumuskan secara baik,
dimana masing-masing mengandung
wewenang, tugas dan tanggung jawab yang
memungkinkan setiap orang dapat
bekerjasama secara efektif; (b) sistem
penugasan pekerjaan kepada orang-orang
berdasarkan kekhususan bidang kerja
masing-masing; (c) sistem yang terencana
suaty bentuk Kerjasama vyang
memberikan peran tertentu untuk
dilaksanakan kepada anggotanya. Birokrasi
juga dapat dipahami sebagi sistem
administrasi publik {bureaucracy as public
administration], vang artinya adalah suatu
proses pengelolaan sumber daya publik
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan
masyarakat. Birokrasi adalah unsur
pelaksana dar administrasi publik agar
tujuan pelayanan kepada masyarakat
tercapail secara efektif, efisien dan rasional
(Sulistio, 2009).

Dengan demikian maka Birokrasi
dapat juga dimaknai sebagai suatu sistem
kerja yang berlaku dalam suatu organisasi
ibaik publik maupun swasta) yang mengatur
secara ke dalam maupun keluar. Mengatur
ke dalam berarti berhubungan dengan hal-
hal yang menyangkut hubungan atau
interaksi antara manusia dalam organisasi
juga antara manusia dengan sumber daya
organisasi lainnya. Sedangkan mengatur
keluar berarti berhubungan dengan
interaksi antara organisasi dengan pihak
lain baik dengan lembaga lain maupun
dengan individu-individu. Secara spesifik
birokrasi publik (pemerintahan) dapat
dimaknai sebagai institusi atau agen

demi

dari
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pemerintahan yang dilengkapl dengan
otoritas sistematik dan ragsional dengan
atugan-aturan yang lugas (@ system of
authority relations defined by rabionatly
developed rule) {Chandler-and Plano, 1982
dalam Hariyoso, 2001},

Dalam desain pemerintahan daerah
birokrasi adalah seperangkat
pemerintah yang dilengkapi dengan sumbe
daya aparaturdan sumber daya lainnya yang

(SR LT

dapat digerakkan untuk menjalankan vis
dan misi pemerintahan daerah untuk
memberikan pelayanan publik yang terbaik
bagi masyarakal daerah agar masyarakat
dapat meninzkatkan kesejahieraan
hiduprya. Pelayanan publik yang dimaksiud
adalah pelayanan publik yang bersifat
administratit mapun  non-administratif
Pelayanan publik yang administratif
misalnya  pengurusan surat! dokumen
kependudukan dan repemilikan harta
benda, zedanskan pelayanan publik non-
admnistratif nmsalnya distribusi dan alokas)
simber daya vang dapat dimarfaatkan oleh
masyarakat dalam memperlancar
aktivitasnya misalnya kesehatan
pendidikan, infrastruktur jalan, bangunan
publik dan sebagainya

Sesungguhnya peran apa yang dapat
dimainkan aleh birokras) di ara otonomi
daerah saat ini, Dalam konsep Beinventing
Government ada sepuluh prirsip birokras
vang baik vakni:

¢ Prinsip pertama; Pemenntahan Katalis
icataliytic government). Birckrasl
hendaknya merubah pandangannya
selama ini bahwa cia harus melakukan
semua hal untuk masyarakat, melainkan
hanya melakukan hal-hal vang tidak
dapat dilalodkan oleh masvarakat, Oleh

karena it birokrasi hendaknya lebih

bertindak sebagal pengarah (to

steering) darip.da terlibaj
menggerakkan mas-arakal Secarz
berlebihan (rowing) sehpga:s
masyarakat tidak men.iliki kesempatas
yang lobih (uas dalam bertindak untul
dirirva sendiri. Birolrasi harus lebil
fokus dalam mengevaluasi dar
menciptakan organisasi birokrasl yans

ETI51EN

Prinsip kedua: Memberikan wewenan
kepada masvarakat ketimbang sekeda
Masyvarakat sesungguhiny
dapat berbuat ‘lebih banyak untul
dirinya sendiri jika diberikai
kewenangan untuk itu. Birokrasy perls
membatasi diri untuk tidak terliba
terfalu jauh dalam urusan-urusan yan:

dapat dikelola sendiri oleh masyarakat

melavani

Prinsip ketiga: lebih sebgal pendoran:
untuk terjadinya kompetisi dalap
|.‘-f.‘"1'li."1_=|||3-|'l pelayaman, dengdl
mendarong munculnya sebanya
munakin pember! jasa layanan, Hal ir
dilakukan sebagal upaya untu
memberikan layanan yang terbai
{excellent service) kepada masyarakat
Mrengan adanyva kompetisi di bidan
layanan publik maka masyvaraka
diharap«an dapat merasakan perbedaa
kualitas pelayanan oleh satu fnstans
dengan Instars| ldinomnya, dan tent
mereka akan memiliki pelayanan yan
lebih baik. Dengan cara ini mak.
birokrasi juga akan berlomb,
memberikan yang terbaik Kepad,
masyarakat. Tidak sekedar pelayanal
ninimal, tetapi berorientasi pad
pelayanan maksimal kepad
masyarakat
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» Prinsip keempat; Pemerintahan yang

lebih digerakkan oleh misi ketimbang
oleh peraturan, Birokrasi harus mampu
melakukan proses debirokratisasi
cocara lebih cepat agar proses
pelayanan publik dan pembangunan
daerah dapat berjalan lebih cepat lagl.
Panjangnva prosedur birokrasi akan
memperlambat laju pembangunan
daerah karena akan menghambat
masuknya investasi dari luar Investasi
ini diperlukan untuk mMErangsang
munculnya ide-ide kreatif dan inovatf
datlam masyarakat dalam
memanfaatkan potensl yang gimiliki
oleh daerah. Sebagaimana dikemukakan
oleh banyak pihak bahwa Indonesia
merupakan Negara besar yang memiliki
potensi besar untuk menjadi Hegara
yang maju dan sejahtera. Hamun hinsga
saat ini pengelolaan potensi yang ada,
khususnya oleh pemerintah dan
masyarakat daerah masih cukup
memprihatinkan. Alih-alin untuk
memperjelas proses investasi dengan
berbagal peraturan yang dibuat, yang
terjadi justru sebaliknya investor
merasa kesulitan untuk menanamkan
investasinya di daerah karena perijinan
yang tidak kunjung celesal dengan
berbagal macam katebelece yang harus
dipenuhi. Ujung-ujungnya mereka
membatalkan rencana investasinya dan
mengalihkan ke daerah lain yang lebih
imvestor friendly atau bahkan ke Negara
lafn. Hal ini tentu akan merugikan
masyarakat daerah setempat.

Prinsip Kelima; Pemerintah periu {ebih
berorientasi pada hasil, dengan
menemulan dimana sumber daya akan
mencapal ocutput yang dinginkan dan
dengan memberi ganjaran atas

weberhasilan bukan dengan menghukum
kegagalan., Kegagalan adalah sesuatu
yang wajar dalam usaha mencapal hasil.
Mamun demikian kegagalan itu ridak
boleh terjadi untuk kedua bahkan ketiga
kalinya. Kegagalan sebagal instropeksi
untuk menciptakan sistem  birokrasi
yang lebih lagi bagl pencapaian tujuan
yang telah disepakati, Birokrasi harus
iehih fokus pada pencapaian tujuan
daripada sekedar meributkan siapa yang
calah atas kegagalan vang pemah
dialami. Dengan prinsip ini maka setiap
unit birokrasi diharapkan dapat bersatu
padiy memperbaiki kesalahan dan
mengejar hasil yang diinginkan oleh
seluruh masyarakat daerah.

Prinsip keenam, Pemerintahan yang
lebih berorientasi kepada kepentingan
publik. Jelas bahwa kepentingan publik
merupakan hal utama yang harus
diperhatikan birokrasi pemerintahan.
Otonomi daerah yang dilaksanakan di
Indonesia salasatu tujuannya adalah
agar kepentingan masyarakat daerah
dapat segera diakomodasli oleh
pemerintah daerah kKarena secara
emostonal memiliki  hobungan  vang
sangat baik dengan masyarakat. Dengan
demikian maka pemenntah daerah
dapat segera memenuhi kepentingan
masyarakat lokal sesual kewenangan
yang dimilikinya.

Prinsip ketujuh; mendorong
pemerintah menjadi lebih berusaha,
yang menunjukkan perhatian besar pada
penerimaan dan penghematan dana
selain pembelanjaan pendapatan,
Pengelolaan dana publik harusnya tebih
besar porsinya untuk dialokasinkan
kepada urusan-urusan yang langsung
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bersentuhan dengan kepentingan
masyarakat. Oleh sebeb itu pemerintah
hares mampu melakukan penghematan
atas dana publik dengan tidak
membelanjakannya untuk membiayal
pengeluaran-pengeluaran yang secara
substansial fidak berpengarub kepada
kesejahteraan. masyarakatl, sepert
misalnya pembelian kendaraan dinas
secara besar-besaran, memberikan
fasilitas mewah kepada para
pejabatnya, serta membangun gedung-
gedung megah yang CUidak memilikl
funesi pelayanan publik selain sekedar
sebagal ‘merek dagang pemerintah
daerahyang bersangkutan.

Prinsip Kedelapan; menekankan
keungaulan pemerintahan antisipaton
vang  menunjukkan kecenderungan
reaktlf dan bergerak dari satu krisis ke
krisis lain, Birokrasi pemenntah daerah
harus mampid melakukan antisipas dan
prediksi  terkait dengan kebutuhan
masvarakat daerah di masa yang akan
datang. Pemerintah daerah harus
mampu mendesain rencana kerja jangka
menengah dan panjang sebagal visl
pembangunan daerah yang akan
dicapainya. Gambaran kehidupan
masyarakat daerah telah dirancang
sedemikian rupa sehingga masyarakat
memiliki harapan yang lebih baik dimasa
yang akan datang. Persoalan lingkungan,
kesehatan, pendidikan dan sumber
pencarian merupakan isu-isu penting
vang harus digarap secara serius oleh
aparatur blrokras! yang professional
dengan melibatkan pakar-pakarn
perencanaan di  bidangnya masing-
masing,

Prinsip kesembilan; meningkatkan

keuntungan desentralisasi dari sudut
pandang efektifitas dan kemampuan
adaptasi, serta dalam hal moral dan
kermitmen staf. Moral aparatur birokrasi
menjadi salahsatu kunci keberhasilan
pelaksanaan komitmen rencana
pembangunan daerah. Tanpa moral/
etika administrasi yang baik maka
rencana pembangunan  justru  akan
menjadi sarana morg! hazard bagi para
pejabat birokrasi untuk melakukan
korupsi. Sebaik apapun sistem birokrasi
dibuat jika birokratnya tidak memiliki
moralitas yang baik maka sistem
tersebut tidak akan bDanyak berarti,
moralitas yang dimaksud adalah sikap
mental birokrasi dalam menjalankan
kewajibannya sebagai pelayan
masyvarakat. Untuk memperbaiki moral
inf satu-satunya jalan adalah dengan
meningkatkan pemahaman (tidak
sekadar pengecahuan) para aparat
birokrasi terhadap kewajibannya.
FPelatihan-pelatihan untuk birokrasi
harus disefttrng bdak hanya sebagal
syarat untuk mendudukl Jjabatan
tertentu tetapi juga harus mampu
memberikan sentuhan-sentuhan
kemanusiaan. Sentuhan kemanusiaan
vane dimaksud adalah pelatihan yang
dilaksanakan dan diikuti oleh para
aparat birokrasi diharapkan dapat
memberikan kesadarannya sebagal

ITIATELES 1) I'_1:_"|-:'| rI'Il:'_‘IEI',.'F_l.I'I'I IMa TR,

Prinsip kesepuluh; berorentasi pada
pasar, dengan cara perubahan dilakukan
dengan mekanisme pasar. Pelayanan
publik dan pembangunan daerah perlu
memperhatikan perkembangan
kebutuhan masyarakat dan dumia bisnis,
sistem pemerintanan lokal harus adaptif
dengan perkembangan dunta wsahs,
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sehingga pemerintah daerah dapat
merumuskan berbagai kebijakan publik
yang investor friendly.

Dart gagasan Osbarne dan Gasbler
tersebut maka dapat diklasifikasikan peran-
peran Utama yang dapat dilakikan cleh
birokrasi pemerintabhan daerah diera
desentralisasi ini. Beberapa peran tersebut
adalah sebagai berikut: Pertarna, Dirokrast
dapat berperan sebagail katalisator
(catalytic government). Dalam konsep
birokrasi katalis ini maka peran birokrasi
bukanlah sebagal pihak yang menggerakikan
(rowing masyarakat untuk melakukan im
dan itu, tetapl justru birokrasi hanya
berperan sebagal pengarah saja (steering),
yakni mengarabkan kemana seharusnya
masyarakat bergerak sehingga dapat
mencapal tujuannya secara efektif dan
efisten. Dalam realitanya peran ini dapal
dimainkan birokrasi sebagal regulator
{pengendali). dapat memberikan
pelavanan terbaitk kepada masyarakat,
pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak
lain menyediakannya.
Kedua, Birokas! dapat berperan sebagai
pendorong  (motivater) bagl peningkatan
partisipas masyarakat dalam pembangunan
daerah. Masyarakat daerah harus dapat
diberdayakan potensinya agar dapat
berkaontribusi lebih besar bagi
pembangunan daerah. Oleh karena itu
birgkrasi harus dapat menciptakan sistem

Agar

(swasta)l untul

pengambilan keputusan yang partisipatif
{paticipative decision making). Dengan
kondisi iml maka diharapkan masyakarat
juga dapat menjadi pengontrol kerja-kerja
birokrasi dalam memberikan pelayanan
publil. Ketiga, Birokresi dapat berperan
sebagai fasilitator. Dengan memberikan
fasilitasi maka diharapkan dapat
Merangsang rnuni:uln',ra
masyarakat, meningkatkan

kebersamaan, rasa memiliki dan

inisitatit
rasa
rasa

tangaung jawab masyarakat serta memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk
terlibat  dalam  pengambilan  keputusan
publik, Keempat, Birokrasi dapat berperan
cehagai antisipator. Pemerintah yang baik
tidak hanya dapat mengatasi masalah yang
ada, tetapi dapat memprediksi masalah
yang akan terjadi dan mengantisipasinya.
inovasi dan kreatifitas
merupakan hal vang penting dalam
Oleh
karena {tu satu Cara mengantisipasi
permasalahan adalah menyusun rencana
strategis vang berkualitas.

Berdasarkan Kaonsep vang
ditawarkan oleh oleh Osharne dan Gaebler
sebenarnya  peran  birokrasi
semakin ringan, sebab berbagai kegiatan
pemerintahan dapat didistribusikan kepada
pihak ketiga melalui konsep desentralisasi.
Konsep vano dikembangkan oleh Osborne

pemerintah

mers'a |_|'_"'"|'=3'g drakdan pemen mta I'!Hr'l

tersebud

dan Gaabler Inl adalah pemearintah
(birokrasi) sebaiknya tidak lagl melakokan
tugas-tugas yvang dapat dilakukan oleh
masyarakat, fokis
pada tugas-tugas wang tidak dapat
dilakukan oleh masyarakat dengan cara

vang paling efisien

oirokrast harws  famh

Faktor Penghambat Kinerja Birokrasi
Kinerja Birokrasl merupakan
perihal yang penting dan perlu mendapat
perhatian yang cukup dalam rangka untuk
peningkatan perbalkan kualitas
pelayanan publik. Penilaian terhadap
kinerja birokrasi akan sangat berguna untuk
melihat atau menilal kuantitas, kualitas dan

dan

efisiens! pelayanan; mendorong birokrast
untuk lebih memahami kebutuhan
masyarakat vyang dilayani serta untuk
melakukan perbaikan pelayanan publik.

Mamun demikian pada kenyataannya
berbagal hasil penelitian  menyebutkan
Danwa kuabias pelavanan pudlik - yvang
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diselenggarakan oleh birokrasi di era

otontimi daarah Inl semakin carul  marut

Banyak persoalan pembangunan dan
pelayanan publik yang justru bermula dan
lefLIH':‘,-‘E‘; tistem Dirokrasi yang ada ol
pemerintahan dasrah. Ada bamyak faktor
yang dapat mempengaruhi kinerja birokrasi
dalam membenkan pelayanan publik,

Salah satu pakok

pelayanan oleh birokrasi, seperti dikatakan

kelemahan

Osborne & Gaebler adalalh karena
ketidaktahuan birokrasi siapa pelanggan

mereka (yang harus dilayani). Banyak

manajer dalam sektor pemerintahan fidak
mengetahui pelanggan meraka. Hal in
terjadi badan

pemerintah tidak memperoleh dananya dan

karena sebagian besar
pelanggan, Sebaliknyva dalam sekior Bisms,

Jika suatu bisnis menyenangkan pelanggan

maka penjualan akan meningkat. Jika
pesaing bisa lebih menyenangkan
pelanggannya, maka penjualannya axan

turun., Para manajer pemerintah
merckHa
adalah eksekutif dan legislatif -karena dan

Padahal

menganggap bahwa pelangzan
sanalah mereka mendapat dana
pemerintah yang demokratis lahir untuk
melayani warganya
sarundajang (L0035 )
mengemukakan setidaknya ada lima fakio
kinerja

yang menyebabkan rendahnya

birokrasi pemerintahan daerah di era
otonomi, yakni: Pertama, Munculiya (ks
atau perpecahan antara kepala daerah
{sebadai pimpinan puncak birokraslj dengan
dewan perwakilan rakyvat daerah (GPRD)
sebagal representasi dari suara rakyat yang
Kedua,
Gemuknya organisas! bilrokrasl
pemerintahan daerah. Organisasi birokrasi
pemerintahan daerah tumbuh secara fidak

harus dilayvani oleh birgkrasi

terkendalt [Orwellanism) sehingga
menyedot anggaran daerah sangat besar
yang bisa mencapai antara 70-B0% dana

Aaeral AlIDALNVE danad vang cia TR el
untuk pelayanan publik dan pembangunan
dapat

SEITILNGR

menjadi sangat sedikit yang

dipastikan tidak mencukup
kebutuha

daerah. Ketiga,

Lemahnya akuntabilitas- dan transparansi

dasrah.
flaak

Hineria Drokras) e
Uatam nal i miasvarakal dagran
dapat mengontrol jalannya pemerntahan
oleh sebab

tidak memiliki akses yang cukup

ane dilaksanakan Dirakra =,|1

intuk meminta akuntabititas Kinerja

birokrasi. Laporan akuntabilitas

kinerja
DRRD

Besarnya pengarub politik

LiroKrasi

caja

harya dibenkan kepada

Kegmpat

kepentingan, lemutama dan kepala dasrah

Di era pemiliban kepala daerah secara

|.-'||":|.'!=.|.I|l" i maka posise Hepawa daerah

menjadi sangal kuat. Depgan posis

tersebut maka kepala daerah seakan dapat

melakukan apa saja, termasul merombas

Sruktur Dirokrast pemerintanan dasrah

tanpa

18T

=i
i)
L=}

pertimbangan
profesionalisme aparatur
bersangkutan. Akibatnya aparatur birokrasi

berlomba-lomba meningkatkan derajat

Yang

kedekatannya dengan kepala daesrah agar
dapat mMentamankan  posisl jabatannya
tanpa mampedulikan seberapa bhalk telah

memberikar kepada

pelavanan

masyarakat, Politik kepala daerah dalam

memausun struktur birokrag) pemerintahan

daerah lebih b dilakukan dengan

anyak
pendekatan like or dislike, teérgantung paca

telera pribadi dasrah. Bukan

hepala
bergantung pada pertimbangan kebutuhan
masyarakat akan aparatur birckrasi vang
professiona
Kelfma,

RENdANNYa responsivitas

birokrasi pemerintah

sensitivitas

Birokras sangat lambat alam

merespan kebutuhan masyarakat dan tidak
peka dengan permasalanan yang sedana dan
dihadam oleh

aKar nayaErakal daeran
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Sulistio (2006) menyvatakan bawah
pelayanan yang tidak responsif ini salah satu
sebabnya adalah adalah stkap merasa benar
dan paling tahu dari para aparat birckrasi,
terutama  aparat birckrasi vang mermiliki
otoritas dalam suatu instanst birokrasi.
Mereka mengusulkan berbagal program dan
proyek-proyek pembangunan dan
pelayanan publik, taetapl dalam membuat
usulan itu mereka hanya duduk di belakang
meja kerjanya saja. Mereka tidak pernah
melihat secara ril kebutuhan masyarakat
vang dilavaninya. Inilah model program/
proyek pembargunan yang dibuat dengan
cara trial and error. Konsep trial and error
ini pula yang diterapkan pada masa lalu dan
hingga mi masih dipelihara oleh aparat
birokrasi kita. Hal ini terjadi karena
birakrasi kita malas dan tidak mau belajar,
Malas untuk terjun langsung ke lapangan
menanyakan secara jelas apa yang
dibutuhkan oleh rakyat. Yang dilakukan
hanya menyebarkan kuesioner yang
kemudian dijustifikasi sebagair jaring
asmara (penjanngan aspirasi masyarakat],
Birokrasi kita juga tidak mau belajar dan
pengalaman kegagalan-kegagalan masa
lalu, Bahkan kegagalan itu justru dianggap
sebagai sebuah tradisi birokrasi alias sudah
menjadi kebiasaan, Kebiasaan inilab yang
menjadi faktor utama mengapa reformasi
birckrasi menjadi sulit dilaksanakan.

Upava memperbaiki
Pubilik

Ada banyak cara yang dapat
dilakukan oleh pemerntah daerah dalam
rangka memperbaiki kualitas kinerja
birckrast pemerintaban daerah, Dalam
tultsan Ini penulis akan menyampaikan
beberapa gagasan untuk memperbaiki
kinerja birckrasi di era otonomi daerah
sebagai berikut:
Reformasi Sistom dan Prosedur Birokrasi

Kinerja Birokrasi

Selama ini sistem ‘dan prosedur
pelayanan yang diterapkan oleh birokrasi
adalah sistem dan prosedur yang dirasakan
rumit dan berbelit-belit oleh masyarakat.
Walaupun para pejabat menganggap sistem
dan prosedur itulah yamg baik dan pas,
tetapi lagi-lagi vamg merasakan -adalah
masyarakat vang menggunakan sistem dan
prosedur 1tu. Semangat debirokratisasi yang
pernah muncul hanes segera direalisasikan,
sehingga dapat memberikan kepuasan
kepada masyarakat, Menurut Max Weber,
Birokrasi adalah organisasi rasional yang
dibentuk  untuk memperlancar aktivitas
pemenntanan, Karena tu Birokrasi yang
baik harus memenuhi karakteristik sebagai
Benkut; Spesialisas, Orgamsasi yang
hirarkhis, Sistem aturan {system of rulesj,
Impersanality, Struktur karier, dan Efisiensi.

Karakteristik diatas dapat
diimpiementasikan dengan memperhatikan
hal-hal sebagar berikut: (1) Para anggota
staf secara pribadi bebas, hanya
menjalankan tugas-tugas impersonal
jabatan mercka, (2) Ada hierarki jabatan
yang jelas, (3) Fungsi-fungsi jabatan
ditentukan secara jelas (4) Para pejabat
diangkat berdasarkan suatu kontrak, (5)
Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi
profesional, (6) Mereka memiliki gaji dan
hak-hak pensiun, secara berjenjang
menurut kedudukan masine-masing, (7)
Fara pejabat dapat menempati posnya dan
dalam keadaan tertentu fa dapat
diberhentikan (&) Pos jabatan adalah
lapangan kerjanya sendiri atau lapangan
kerja pokoknya (8) Ada struktur Karir dan
promosi dimungkinkan melalul senioritas
dan keahlian system} maupun
keunggulan (superiontas). Fejabat mungkin
saja tidak sesuai dengan posnya maupun
dgengan sumber-sumber yang tersedia
diposnya, namun fa tunduk pada sistem
disiplindan kontrol yang seragam.

imerit
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Reformasi Sistem Penghargaan dan Sanksi
(Reward and Punishment System)

Hampir “semua kita tahu bahwa
cistemn penghargaan dan sanksi di daiam
birokrasi kita sangat tidak jelas dan tidak
adil. Aparat tingkat bawah yang notabene
selalu berhadapan dengan masyarakat tidak
pernah menerima penghargaan atas
prestasi yang diraih. Penghargaan selalu
untuk atazanivya, vang terkadang tidak tahu
menahu tentang apa yang sudahn dilakukan
oleh bawahannya. Hal ini ‘tentu akan
membuat kecewa bawahan tersebut, vang
pada akhirnya akan menurunkan semangat
kerjanya. Begitu pula sebaliknya sistem
sanksi yvang diberikan juga tidak jelas.
Jamak kita ketahui bahwa Kemalasan dan
ketidak disiplinan birokasi kita
tinggi. Tetapi mereka tidak mendapatkan
perilaku

sangat
sanksi mearubah
mereka
dapat memberikan pelayanan kepada

vang dapal

davangkan, Dagalmana mereka
masyarakat secara maksimal jika hadir
dikantor pun fidak, Yang rajin datang ke
kantor saja masih sulit memberikan
pelayanan yang maksimal tersebut. Inilah
Cileh

sebab itu sistem penghargaan dan sankst in

catan satu peryakit birokrat kika,

harus dibuat secara adil sesual dengan
prinsip equal work equal pay [siapa yang
kerja baik akan mendapatkan gaji vang
banyak). Disamping itu perlu pula dibentuk
sistem penilaian yang jujurdan profesional.
Atasan tidak harus menjadi penentu akhir
apakah secrang pegawal berprestasi atau
tidak. Penilajan harus dilakukan obeh tim
khusus yang dibentuk untuk melakukan
pentflalan baik terhadap atasan maupun
bawahannva.

Reformasi Moralitas Birokrat

Sebaik
dibuat jika birokratnya tidak memiliki
micralitas yang baik maka sistem tersebut

apapun sistem birokrasi

tidak akan banyak berarti. Moralitas yang
dimaksud adalah sikap: meptal birokrasi
dalam menjalankan kewajbannya sebagai
pelavan masyarakat: Untuk memperbaiki
marat ini satu-satunya jalan adelah dengan
neningkatkan pemahaman (bidak sekadar
aparat birokrasi
Pelatihan-

pengetahuanl para
terhadap
pelatihan untuk birokrasi harus disetting

syarat

Eewallxannya,

tidak hanya czabagai untuk
menduduki jabatan tertentu tetapl Juga
nariay T g SENLLIRan-
sentuhan kemanusiaan: Sentuhan
EEmanuysiaan yang oimaksud adalan
pelatihan  yang dilaksanakan dan diikuti

oleh para aparat birokrasi diharapkan dapat

membarikan

memberikan kesadarannya sebagal manusia
dan melavani manusia, bukan manusia yang
melayani binatana peliharaannya.

Dieh karena 1mtu peEnuis I'I'IEI'IESJEIJII".EH'I
agar para aparat birokrasi tidak banya
dibertkan pelatihan:pelatthan yang hanya
pergrentast pada 10 [intellectiual guation)
atau kemampuan ofak dan EQ) (emotional
gquation) atau kemampuan mengelola emosi
tetap vang lebih penting adalah mater
pelatthan vang berorientasi pada 50
(spiritual  quation) atau kKematangan
spiritualitas (keberagamaan). Kematangan
spintualitas inl menjatl sangat penting
dapat

dparat birokrasi dari

mengingat hanya initah vang
memoentengl para
perilaku yang korup
aeluhan
pelanggan yang berkaitan dengan perilaku
dan tindakan pejabat publik (birckrasi)
merupakan indikator bahwa
dianggap masih
lamban, kurang responsif terhadap keluhan
dan kEebutuhan masyarakat, kurang
terbuka, dan seringkali
metaskukan kKorupsi,- kolusi dan nepotisme

[KKN}. Dengan demikian, senngkali terjadi

Adanya masyarakat?

Tuatu

pelayanan pemerintah

kurang efesien

protes keras, unjuk rasa dan sebagainya dari
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masyarakat! publik; yang mengakibatkan
terjadinya krisis kepercayaan dan knsis
kewibawaan pejabat
masyarakat.

selain 1ty setiap ndividu birokras)
harué tahu dan menyadan bahwa setrap
tindakan vang dilakukan bukan hanya akan
meimberikan pengaruh pada dirinya sendiri,
tetapt akan membawa dampak yvang tidak
kecil bagi lingkungannya. Dengan demikian
adanya akuntabilitas yang merupakan
instrumen untuk kematan kontrol terutama
dalam pencapaian hasil pada pelayanan
publik sangat diperiukan, kKarena
akuntabilitas merupakan suatu evaluas
kegiatan-kegiatan yang dilaksapakan oleh
senrang petugas, puablik
baik masih berada pada jalur otoritasnyva

publik di mata

.i-1|].'||'r'|[. iZI'E'_:IE'IZ'IE.II

atau sudah berada jauh diluar tanggung

jawab dan kewenangannya.

Kesimpulan
Kebijakan desentralizasi yane
digulirkan di Indonesia diakui telah

mempenganuhi desain tata pemernntahan
daerah. Disamping itu kebijakan
desentratisasi telah ikut mempengaruhi
pola pikir dan pernlaku aparatur birokrasi
publik, Eewenangan yang dimiliki  oleh
birokrasi pemerintahan daerah semakin
luas. Pemberian kewenangan yang semakin
luas i ditujukan untuk dapat mengelola
sumber daya loka secara lebih baik sehingga
dapat meningkatkan derajat kesejahteraan
masyarakat daerah. Akantetapl pada
kenyataannya kineria birokrasi tidak
semakin membaik pasca pambearian
kewenangan vyang lebih luas tersebut,
Beberapa faktor vang menjadi penvebab
rendahnya Kinerja birgkrasi publik di era
otonomi daerah adalah: (1) Birokras] tidak
memahami siapa vang dilayvaninya;(Z)

Munculmya friksi atau perpecahan antara
kepalz daerah (sebagai pimpinan puncak
birokrasi) dengan dewan perwakilan rakyat
daerah (DPRE} sebagai representast dard
suara rakyat yang harus dilayani oleh
birokrasi, (3} Organisasl birokrasi
pemenntah daerah yang sangat besar; (4)
Rendahnya kKualitas akuntabilitas dan
transparans! kinerja birokrasi pemerintah
daerah; (5] Tingginya pengaruh kekuasaan
politik kepala daerah kepada untt-unit
birokrasi; (6) FEendahnya responsivitas dan
sensitivitas birokrasi terhadap berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat daerah
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